Menmimbang : a,

PERATURAN DAERAN KABUFATEN NGADA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayal {1} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah sehapaimana telah diubah beberapa kah terakhir denpan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintihan Dasrah, Kepala Daerah mengajikan Eancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjowaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belangn Daersh Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuanpgan paling lambat &

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



Mengingat @
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babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam burul a, perlu membental Persturan Daerah teniang
Pereanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanji Daerah Babupaten Ngada Tahun Anggaran 201

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah—daerah Tingkat || dalam Wilavah Daersh-daerab
Tinglat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenpgara Timur (Lembaran Negasn  Republik Indonesia Tahun 1958

Homor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1655);

Undang-Tlndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebax:  dan Kordpsi, Kolusi dan
Hepotisme  (Lembaran Begara Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 3851);

Undzmg-.l.lndang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Mepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Memor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomes 1 Tehun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004
Mommor 5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikssan Pengeélolaan dan Tangpung Jawab Keuangan Megars
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor $400),

Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencangan Pembangunan Naswonal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telzh diubah beberapa lali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ateas Undang-Undarng Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan antara Pemenatah Pusat dan Pemenntahan Daerah
|Lemnbaran MNegara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bomer

4438);

Undang-Undang Homor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah dan Betdbust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Normor

4028

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ruakval Daérah (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebapaimans telah diubah beberaps kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang Kedadulan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 137, Tambahan Lembaran Negara REepublik Indonesia Nomor 4575);
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Feraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 teniang Sistem Informasi Keusngan Daeral (Lembaran Negarz Repablilk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran: Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perateran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informast Kewangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 110, Tambahan

Lembaran Negara Repubihk Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintall Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negoara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577,

Peraturan Pemernitah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturin Pemenntah Nomdr 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Nomor 4503}

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instangi Pemerintah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesin Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintsh, Pemerintahan
Daerah Provinst dan Pemerintahan Daerah Kabupaten [ Kota [LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintalh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penvusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 {entang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Bepublilk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negars

Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemetintal Nomor 71 Tahun 2000 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembarmn Nepgarsn Eepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerntah Nomor 30 Tuhun 2011 tentang Pinjaman Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2040 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telahb

diubah beberapa kali terekhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri [hlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tendang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Feraturan Menteri Dolam Negeri Nomor 37 Tahun 20010 tentang Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Damernh Kabupaten Ngada Momor 6 Trhun 2006 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Npada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Momor 6 Serd E Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Momor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Alas
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dasrah

Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Dasrah Kabupaten Negada Tahun 2011 Nomaor 4);

Peraturan Daersh Kabupaten Npada Nomor 1 Tahun 2008 entang Pokol-polok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Habupaten Ngada Tahun 2008 Nomeor 1 Seri E Nomeor 1,
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Peraturan Dasrah kabupaten Hgada Noemor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bamng Milik Daerah |Lembaran Daerah
habupaten Negadia Tahun 2008 Nomor 10 Seri B Nomor 2); -

Peraturan Daerah Kabupaten Npada Nomor 15 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah Kabupaien
MNeada Taliun Anggaran 2011 [Lembaran Dacrah Kabupaten Meada Tahun 2010 Nemer 15);

Peraturan Daerah Eabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Invesiasi Pemenntah Daerah (Lembaran Dasrah
Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mgada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Npada Nomor 2);

Pergturan Daerah Kabupaten Ngads Nomor 5 Tabun 20011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
kKabupaten Ngada Talun 2010-2015 {Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 201 1 {Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomar 8];



Pengan Persetujuan Bersama
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSHKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH HABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

{1} Pertanggungiawaban pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada berupa lﬁparan keuangan memuat
A laporan realisasi anggaran;
b. MNeraca,
&, Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangin.

{2} Laporan keuangan sebagamana dimaksud pada ayvat (1) dilampit dengan laporan kinega dan ikhtisar laporan kevangan badan usaha milik
dacrah/perusahaan dasrah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebapaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) huruf a tahun anggaran 201 1'sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp.451.601.7929.170,00
b. Belanja Bp. 445 272 817 867,00 {-]
Surplus Rp.6.328.911.303.00
¢. Pembigyaan
1 Penersmaan Ip. 14.353.305.019.47
2 Pengelusran Ep. 4.775.000.000,00 (-]
Burplus Rp.9.578.305.019,47
Pasal 3

Uratan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehagas berikout ¢

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.11.394.816.830,00 dengan rincian sebagai berikut.
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.402.996.546.000,00
2. Realisasl Rp.451.601.729. 1 70,00{-|

Selisih Kurang Ep.11.394.816.830,00



lengan realisasi belanja sejuminh Rp.43.677.882.133,00 dengan rincian sebaga Bsrileud
Fp.488.950.700.000,00
445,272 817.867.00 (-

L Selisih Angparin g :
1. Angearan belanja setelah perubahan

2 Healisasi :
Selizih Kurang Rp.43.677.882.133,00

c. Balisih angearan dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.32.283.065.303,00 dengan rincian sehagai berikut
Ep. (25.954. 154.000,00)

1. Surplus/ defisit setelah perubshan
Ep. 6328911.303,001-|

2. Realigas:

Selisih Lebih Rp.32.283.065.303,00

d. Seligih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.16.600.848.980,53 dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 30.954.154.000,00

Ep 14.353.305.019.47 |-

Rp.16.600.848. 980,53

1. Anggaran penerimaan pembiaysan setelah perubahan
2. Realizasi

Selisih Kurang

& Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berthul.
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

2. Realisasi Bp.  4.775.000.000.00 (-)

Selisih Kurang Ep. 225.000.000,00



Zelisih anggaran dengan realisasi pembayann netto sejumizh Rp.16.375.848.980,53 dengan nnean sebagai berikut
Rp. 23.95%. 154,000, 00

Bp. 9.578.305.019.47 (-

|
1. Anggaran pembiayazan neto setelah perubahan

2. Realisas:

Selisih Hurang Rp.16.375.848.980,53

Pa=zal 4

(1) Berdasarkan pertangpungiaswaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

posisi keuangan pada tangeal 31 Desember 2011 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut
Rp.1.114.500.331.490,93
Ep. 6.742.732.681,00
Rp.1.107 757.598 809 93

a, Jumlah asst
b, Jumlah hutang
e, Jumlah eluitas dana

2] Berdasarkan peranggungiawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal
1, Saldo Kas pada tanpgeal 31 Desember 2011 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.14.487.575.494 47 dengan rincian

sehagal benkut :

a saldo Kas 1 Januar 2011 REp. 13.780 9439.252,47
b, kas dibendahara Penerima e 0,00
¢ aliran Kas dan Aktivitas Operaai Rp. 131.976.025.410,00
d. aliran Kas dari Alktivitas Investas Rp. (127 965.076.149,00)
e. aliran Kas dari Alktivitas Pembisyaan Rp. (3.132.615.751,00)
f aliran Kas dari Aktivitas Non anggaran Rp. {171.697.268,00)
g saldo Kas 31 Desember 2011 Bp. 14487575493 47



Pasal 5

awaban Pelaksanaan Anpgaran Penda i
endapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah
¥ aluran Daer ini,

(1 PertanEgungl
yartu
piramn | Meraca Daerah;

p b
iy lampicaat 11 LRA;

r. lampiran 1l LAK;

4 lampiran 1V SILPA;

¢ lampiran ¥ CALK; dan

f lampian VI Hota Perhitungan.

(2] Lampiran— lampiran sebapaimana dimaksud
pade avat (1] merupakan bagi i i
gian yanpg tidak terpisahlkan dan Pe
riluran Daerah i,
Pasal 6

Bupali menelapkan Peraturan Bupati

: _ pati tentang Penjabaran Pertan

s i i A 1 X geungiawaban Pelalesa Anggaran Pendapatas Bie ;

rincian lebib lanjut dan Peranggungjawahban Pelaksanasn Angearan Pg:ndw:pma.n :II:.n B:laaan? L mrh “ A Hntonis Do gt
ja Daerah. )



Pasal T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahiuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ngada,

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 13 Nopember 2012
BUPATI NGADA,
ttd
MARIANLIS SAE

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal, 13 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
Ltd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMQR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGEAN HUKLIM,

S TULL, SH
PEMBINA TK. |
NIP. 19610212199703 1 008
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